BAB |11

Pl LKADA DAN DEMOKRASI

A. Denpokrasi di | ndonesi a

Denokrasi dianbil dari bahasa Yunani; denos berarti rakyat
dan kratein berarti penerintahan; denokrasi berarti penerintahan
ol en rakyat, denokrasi bukanlah suatu bentuk penerintahan yang
ti mbul dengan sendirinya, tetapi tunmbuh dan berkenbang sepert
sermua | enbaga-| enbaga masyarakat. Maksudnya secara evol usi
Denokrasi yang pertama kali dikenal ialah denokrasi |angsung, di
mana keseluruhan warga negara dengan nyata ikut serta dalam
per mnusyawar at an unt uk nenent ukan kebijaksanaan unmum at au undang-

undang. %!

Si stem denokrasi yang terdapat di negara-kota (city-state)
Yunani Kuno (abad ke-6 sanpai abad ke-3 S.M) nmerupakan
denokr asi | angsung (direct denobcracy) vyaitu suatu bentuk

penerintahan di mana hak untuk nmenbuat keputusan politik

101 Moh. Kusnardi dan Bintan R Saragih, |lm Negara, Edisi Revisi,
(Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988), hlm 165.
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di j al ankan secara |angsung oleh seluruh warga negara yang
berti ndak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat |angsung dari
denokrasi Yunani dapat disel enggarakan secara efektif, karena
ber| angsung dal am kondi si yang sederhana, w |ayahnya terbatas
(negara terdiri dari kota dan daerah sekitanya) serta jumah
penduduk sedi kit (300.000 penduduk dal am satu negara kota). Lagi
pul a, ketentuan-ketentuan denpkrasi hanya berlaku untuk warga
negara yang resm, Yyang hanya nmerupakan bagian kecil saja dari
penduduk. Dalam negara nodern denpkrasi tidak |agi bersifat
| angsung, tetapi bersi fat denokrasi berdasarkan perwakil an

(representative denocracy). 0

Denokrasi Konstitusionil abad ke-20 di bawah Rule of Law
mengaj ukan syar at - syar at t ersel enggar anya peneri nt ah yang
denokratis yaitu perlindungan konstitusional, badan kehaki nan
yang bebas, pemlihan unmum yang bebas, kebebasan nenyatakan
pendapat, kebebasan berserikat, dan pendi di kan kewar ganegar aan.
Di sanping itu dianggap bahwa denokrasi tidak hanya nerupakan
suatu bentuk negara ataupun sistem penerintahan, tetapi juga
suatu gaya hidup serta tata masyarakat tertentu yang karena itu

j uga nengandung unsur-unsur noril sehingga dapat di katakan bahwa

102 M riam Budiardjo, Dasar-dasar Ilm Politik, (Jakarta: G anedia,

1979), hlm 54.
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denokrasi didasari ol eh beberapa nilai (val ues).

Henry B. Mayo!®® merunmuskan delapan nilai yang nendasar

denokrasi itu yaitu

1) menyel esai kan perselisi han dengan damai dan secara nel enbaga

(institutionalized peaceful settlenment of conflict);

2) menjam n tersel enggaranya perubahan secara danai dalam suatu
masyar akat yang sedang berubah (peaceful change in changing

soci ety);

3) nenyel enggar akan penggantian pinpi nan secara teratur (orderly

successi on of rules);

4) menbat asi  penakai an kekerasan sampai  mninmum (mni num of

coerci on);

5) mengakui serta nenganggap waj ar adanya keanekar agaman

(diversity);

6) dan nenj am n tegaknya keadil an;

103 Henry B. Mayo, An Introduction to Denocrative Theory, (New York:
Oxford University Press, 1960), hlm 218-243.
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7) memaj ukan il mu penget ahuan;

8) pengakuan dan penghor mat an t er hadap kebebasan.

Para ahli berpendapat bahwa prinsip-prinsip hidup bernegara
seperti terunmuskan di dalam Pancasila (termasuk prinsip
ker akyat an/ denokr asi nya) tel ah | ama  di prakti kkan dal am
kehi dupan nenek nobyang bangsa Indonesia. Studi politik dan
ket at anegar aan | ebi h banyak nelihat bahwa sistem yang |ahir dari
pol a hubungan yang diatur di dalam UUD NKRI 1945 justru sistem
politik yang executive heavy yakni sistem yang nengkosentrasi kan
kekuasaan kepada |enmbaga kepresidenan.'®* Perjal anan sejarah kita
j uga nencatat bahwa hanpir di sepanjang berlakunya UUD NKRI 1945
sistem politik yang lahir adalah sistem yang otoriter Kkarena
Presiden terlalu banyak nmenpunyai kekuasaan yang tidak dapat
di i mbangi dengan kontrol yang efektif oleh |enbaga-I|enbaga |ain.
Itul ah sebabnya setelah Soeharto jatuh dari kekuasaannya yang
begitu besar berdasarkan UUD NKRI 1945, sehingga UUD NKRI 1945

di amandenen guna nenbangun si stem yang | ebi h denokrati s.

104 Muhammad Ri dhwan |ndra, Dalam UUD NKRI 1945 Kekuasaan Eksekuti f
Lebi h Menonj ol (Executive Heavy), (CV Haji Msagung: Jakarta, 1998), hlm 21.
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Denokrasi sendiri tidak lain adalah suatu sistem politik
di mana para penbuat keputusan kolektif tertinggi dalam sistem
itu dipilih nelalui pemlihan unmum yang adil, jujur dan berkal a.
Di dalam sistem itu para calon secara bebas bersaing untuk
menperol eh suara dan hanpir senua penduduk dewasa Dberhak

menberi kan suar at®®

Denokr asi nmenper cayai bahwa pemlihan unmum nemai nkan
peranan vital untuk nenentukan nmasa depan bangsa. Menurut

Surbakti tujuan Penmlihan umum adal ah%® :

1. Sebagai nekani sme untuk menyel eksi para pem npin
penerintah dan alternatif kebijakan publik (public
policy). Dalam denokrasi kedaul atan rakyat sangat
di junjung tinggi sehingga dikenal spirit dari, oleh
dan untuk rakyat.

2. Pem | i han unmum j uga nmer upakan nmekani sme
mem ndahkan konflik kepentingan (conflict of interest)
dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat
mel alui  wakil-wakil yang terpilih atau partai yang
menenangkan kursi sehingga integrasi atau kesatuan
masyar akat terjam n?

105 Samuel P.  Huntington, GCelonbang Denokrasi Ketiga, (Jakarta:
Pust aka Jaya Grafiti, 1995), hlm 37.

106 Ranel an Sur bakt i, Menmahani Il nu Politik, (Jakart a:
Grasi ndo, 1992), him 3.

107 Conflict of Interest, http://wwmwthefreedictionary.com conflict
+of +i nterest, diunduh tanggal 6 Juni 2010.
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3. Pem |ihan umum nmerupakan sarana nenobilisasi
nmengger akkan at au nenggal ang dukungan rakyat terhadap
negara dan penerintahan dengan jalan ikut serta dal am
proses politik.

Pem | i han Kepal a Daerah |angsung tidak hanya nmenunbuhkan
i klim denokrasi pada saat berlangsungnya proses pemlihan
tetapi |ebih jauh nenberikan pendi di kan bagi warga akan hak dan
kewaj i ban sebagai warga negara. Seperti yang dikatakan oleh
Rowl and bahwa denokrasi tidak hanya sekedar proses untuk
menperol eh informasi dari nereka yang menerintah'®®.  Denokr asi

yang sebenarnya ial ah tentang "kei kutsertaan” (partisipasi).

Pendapat Axel Hadenius dalam tulisan Aurel Croissant?'®,
suatu pemlu, termasuk pil kada | angsung di sebut denpkratis kal au
mem | i ki " makna”. Istilah  “bermakna” merujuk pada tiga

kriteria,yaitu:

(1) Keterbukaan, dalam hal ini diartikan bahwa: akses pada
pi | kada harus terbuka bagi setiap warga negara (universal

suffrage) atau hak pilih universal, artinya seluruh warga

108 Paul Row and, ”Pilkada Langsung dan Denokrasi : Pilihan-Pilihan

Kreatif wuntuk Indonesia”, WMkalah disanpaikan pada Sem nar Sehari tentang
Pem | i han Kepal a Daerah Langsung, Jakarta, 5 April 2005), hlm 8.

109 Aurel Croissant dan Frederich Ebert Stiftung, Politik Pemilu di

Asia Tenggara dan D Asia Timur, (Jakarta: Pensil,2003), hlm 324.
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(2)

(3)

negara dijamn nemliki hak pilih tanpa diskrimnasi

Ket er bukaan berarti, bila ada persamaan nilai suara dengan
prinsip one person one vote one value. Keterbukaan dal am
Pil kada juga bersifat konpetitif, dalam arti baik secara
hukum (de jure) maupun secara nyata (de facto) tidak
nmenet apkan penbat asan dal am nenyi ngki rkan cal on-cal on atas

dasar al asan politik.

Ketepatan, kriteria ini nengarah pada pendaftaran dan
identifikasi pemlih, kanpanye,dan prosedur pem|lu dalam
pengertian |ebih ketat, yaitu senua cal on harus nenpunya

akses yang sama kepada nedia negara dan swasta berdasarkan
standar hukum yang sama, aparat negara harus netral secara

politis pada saat penyel enggaraan pil kadal*®.

Keef ekti fan pem | u, kriteria i ni menmandang bahwa
kedaul atan rakyat dalam pilkada harus efektif artinya
jabatan eksekutif atau anggota legislatif harus diis

semata-mata karena  pem | u. Prinsip pilkada |angsung
di l anggar bila akses pada posisi-posisi pusat kekuasaan

di atur oleh sebagian saja atau sama sekali tidak diatur

110 Joko J. Prihatnoko, Penilihan Kepal a Daer ah Langsung,

(Semarang : Pustaka Pel ajar, 2005), hlm 112-115.
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olen pemlu nelainkan semata-mata  pengangkatan atau

penunj ukkan!!

Pada dasarnya nasi h cukup banyak yang neragukan keefektifan
Pi | kada | angsung untuk nendapat kan pem npi n daerah yang nenenuhi
syar at - syar at kapabi |l it as. Masal ahnya  adal ah bahwa arah
preferensi publik dalam penganbilan suara terkadang nemang sulit
di predi ksi, bisa jadi tokoh yang terpilah semata-mata hanya
mer upakan tokoh vyang populer dan tidak nemliki kemanpuan

(kapabilitas) yang rendah.

Lebi h | anj ut di j el askan t ent ang gamnbar an nmengenai
kapabilitas pem |ihan kepal a daerah pada sistem perwakil an pada
masa Orde Baru, dinana dalam penentuan Kepala daerah pada
dasarnya berupa penunjukkan (appointnent) dan bukan pem|lihan
(election). Pada saat itu penerintah berpihak pada mliter dan
tentunya dasar pertinbangannya adal ah nmengut amakan kapabilitas,
karena yang ditunjuk adalah para perwira tinggi yang
"di karyakan" pada jabatan politik. Sangat berbeda sekali dengan
proses Pemilihan Kepala Daerah yang dil akukan ol eh DPRD hasil

pem | u tahun 1999. Nanpaknya tanpa nenperti nbangkan kapabilitas.

11 Aurel Croissant, loc.cit.
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Berdasarkan hasil penelitian, maupun opini publik, bahwa
Kepal a Daerah yang dipilih pada pem |lu tahun 1999 ternyata | ebih
banyak ditentukan oleh elit partai politik dengan bau "politik
uang" yang sangat nenyengat. Satu hal perlu diketahui bahwa,
sekal i pun dengan sistem pilkada |angsung tetap nengandung
kemungki nan terpilihnya Kepala Daerah yang kurang manpu (tidak
kapabel ) nanmun pilkada |angsung sifatnya 7lebih denokratis”
dengan prinsip one man one vote dalam pil kada | angsung mner upakan

prinsip yang paling nmendekati azas denokrasi.

Senmentara Ali  Maskur Misa nelihat ada kaitan yang cukup
penting antara Pil kada | angsung dengan kedaul atan rakyat (sistem
denokrasi), hal ini  nencakup: (a) rakyat secara |angsung
menggunakan hak-hak politiknya (hak pilih), (b) wijud nyata dari
responsibility dan accountability dari kepem npinan politik, (c)
nmenci pt akan suasana kondusif bagi terciptanya hubungan sinergis

antara pemerintah dan rakyat 2,

112 Ali Maskur Musa, "Pilpres Langsung”, Sinar Harapan, (30 Januari
2003), him 10.
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B. Pemlihan Kepal a Daerah

Pem | i han Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah nemnliKi
posi si strategis untuk kehidupan bangsa dan negara |ndonesia ke
depan, karena pem |ihan unum merupakan kesenpatan bagi warga
negara untuk nmem |i h pejabat-pejabat penerintah dan nmenutuskan
apakah yang nereka inginkan untuk dikerjakan oleh penerintah
dal am nmenbuat keputusan itu para warga negara nenentukan apakah
yang nereka inginkan untuk dimliki!® Selain itu penilihan
Kepala Daerah |angsung nerupakan sebuah sarana | al annya

denokr asi .

Sej um ah pengamat ber pandangan bahwa antara pem|ihan unmum
(Pem lu) dan Pil kada berbeda, artinya pemlihan Kepala Daerah dan
Waki| Kepala Daerah tidak dikategorikan kedalam pem|u, karena
menurut UUD Pasal 22E Ayat (2) dinyatakan bahwa pemlu
di sel enggarakan untuk wmemlih anggota DPR, DPD, Presiden dan
Wakil Presiden dan DPRD. Alasan lain bahwa pemlihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak termasuk dalam ranah
peneri ntahan daerah (Pasal 18). Pandangan tersebut berasal

dari perbedaan tata cara dan nekani sme pem | i hannya.

113 Haryanto, Partai Politik Suatu Tinjauan Urum (Yogyakarta: Pustaka

Pel aj ar, 1984), hlm 15.
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Selama ini Pemlu dikonstruksikan wuntuk nemlih anggota
legislatif serta Presiden dan \Wakil Presiden yang selalu
nmel i bat kan partisi pasi rakyat dal am nenggunakan hak pilih aktif
dan di msukkan sebagai pem | u karena persyaratan penduduk yang

berhak mem |ih mengi kuti azas unmum (Luber dan Jurdil).

Sebal i knya, pi | kada dil akukan dengan sistem pemlihan
perwakilan oleh anggota dewan atau diangkat/ditunjuk oleh
pej abat pusat tidak termasuk sebagai pem | u, karena yang nemlih
hanya kalangan tertentu saja. Dalam sistem ini rakyat vyang
seharusnya punya kedaul atan justru hanya jadi penonton nmanakal a

proses pil kada terjadi.

Pi | kada |angsung dapat disebut pemlu apabila nenenuh
prasyaratan dasar yaitu berbagai tahapan kegiatan (nulai dari
pendaf t ar an pem | i h, pencal onan, kanpanye, penungut an,
per hi tungan dan penetapan cal on) dan penunjang tahapan kegi atan
(rmeliputi logistik pemlu) yang terbuka (transparant) dan dapat
di pertanggungj awabkan (accountable). Selain itu prinsip utam
dalam pil kada |angsung adalah dengan prosedur yang terduga
(predictable) dengan hasil yang tak terduga (unpredictable
result) artinya ketentuan nmengenai proses pemlihan dilakukan
dengan tata cara dan nekani snme yang dapat diketahui dan di akses

ol eh senmua pem |lih. Partai politik, calon dan yang |ainnya untuk
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menj ani n adanya transparasi dan akuntabilitas!

Pem | i han kepala daerah |angsung (Pilkada) baik Gubernur
dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati, oleh rakyat
nmer upakan perwujudan pengenbalian "hak-hak dasar” rakyat dalam
memlih pemnmpin di daerah. Dalam hal ini rakyat nemliKki
kesenpat an dan kedaul atan dal am nenent ukan pem npinnya secara

| angsung, bebas, rahasia, tanpa intervensi dari pihak siapapun.

DI sanping itu untuk berhasil tidaknya pel aksanaan otonom
daerah, faktor yang penting adal ah partisi pasi masyarakat daerah
yang bertindak sebagai subjek penbangunan daerahnya, di sanping
nmerupakan objek dari penbangunan itu sendiri. Sudah saatnya
masyarakat di daerah ikut secara |angsung dalam nenentukan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang nantinya akan
mem npin mereka. Bukan |agi nelalui |enbaga perwakil an sepert
pada waktu lalu, di mana Kepala Daerah pilihan DPRD belum tentu
sama dengan keinginan rakyat setenpat. Peranan Kepala Daerah
sangat besar sekali dalam pel aksanaan tugas-tugas daerah,
khususnya tugas-tugas otonom . Sehubungan dengan hal ini, maka

seorang sarjana nenyatakan, berhasil tidaknya tugas-tugas daerah

114 Joko J. Prihatmoko, Op.CGit., hlm 10.
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sangat tergantung pada Kepal a Daerah sebagai manaj er daerah yang

ber sangkut an. **°

Berhasi| tidaknya seseorang yang nenjabat suatu |abatan
dal am nmenj al ankan tugas-tugasnya tergantung kepada kualitas yang
dimIikinya. Dem kian pula hal nya dengan Kepal a Daerah, berhasi
ti daknya is nenjal ankan tugasnya tergantung kepada kualitas yang
di milikinya.'® Maka dari itu perlu dilaksanakan penilihan Kepal a
Daerah dan Wakil|l Kepal a Daerah secara |angsung ol eh rakyat agar
mereka bisa nmenilai dan nmemlih sendiri Kepala Daerah dan WaKi

Kepal a Daerah yang akan meni npi n mer eka.

Dal am sejarah politik di Indonesia Undang-Undang Nonor
32 tahun 2004 Tentang Penerintahan Daerah nerupakan | andasan
yuridis pel aksanaan Pil kada (Pem Iihan kepala daerah |angsung).
Undang- Undang ini nenggunakan rujukan dan konsideran Pasal 1
ayat (2) UUD NKRI 1945 setelah amandenen yang nengatur bahwa
"Kedaul atan di tangan rakyat dan dil aksanakan nenurut Undang-

Undang Dasar".

115 M  Manul | ang, Beberapa Aspek Administrasi Penerintahan Daerah,
(Jakarta: Penbangunan, 1973), hlm 30-31.

116 Josef Riwu Kaho, Prospek Qononi Daerah di Negara Republik

I ndonesia, ldentifikasi Beberapa Faktor yang Menpengaruhi Penyel enggaraannya,
(Jakarta: Raja G afindo Persada, 2001), hlm 64.
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Sel anjutnya Pasal 18 Ayat (4)UUD NKRI 1945 setel ah
amandenmen yang nengatur, " Gubernur, Bupati dan Wali kota masi ng-
masi ng sebagai kepal a penerintahan provinsi, kabupaten dan kota

dipilih secara denmokratis”.

Pasal 18 ayat (4) tersebut |ahir berbarengan dengan Pasal
18 A dan Pasal 18 B yaitu pada Perubahan Kedua Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada saat
Si dang Umum Tahunan MPR RI' tahun 2000, dan di nasukkan dal am Bab
tentang Penerintahan Daerah. Selanjutnya dalam Sidang Tahunan
MPR RI tahun 2001, Pasal 22E I|ahir nelalui Perubahan Ketiga,
tetapi tidak nmemasukkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) nelainkan
hanya ketentuan Pasal 18 ayat (3) yang nengatur nengenai DPRD
Hal ini, setidaknya, dapat diartikan bahwa Konstitusi tidak
hendak nemasukkan pemlihan kepala daerah dalam pengertian
pem | i han unmum sebagai mana di neksud dalam Pasal 22E ayat (1)
yang nmenyebutkan pemlihan umum dil aksanakan secara | angsung,
umum bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap |lim tahun sekali
At au dapat dikatakan bahwa MPR-RlI sebagai |enbaga Negara yang
menpunyai kewenangan nel akukan amandenen konstitusi ti dak
nmenganggap ketentuan Pasal 18 ayat (4) tidak bertentangan dengan
Pasal 22E, sehingga pada perubahan ketiga ayat tersebut tidak

di pi ndahkan/ di masukkan dal am Pasal 22E.
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Adapun pengertian frasa 'dipilih secara denokratis' tidak
harus dipilih secara | angsung ol eh rakyat, tetapi dipilih secara
tidak langsung pun (nelalui DPRD) dapat diartikan denokratis
sepanjang prosesnya denokratis. Harus diingat, bahwa Negara
Republ ik I ndonesia nengakui dan nenghor mati sat uan- sat uan
peneri nt ahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istinmewa,
sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang

Dasar Negara Republi k Indonesia tahun 1945.

Dengan  dem ki an, Penerintah  berpendapat bahwa tidak
di msukkannya Pasal 18 ayat (4) pada Bab Pem |ihan Urum dal am
Undang- Undang Dasar Negara Republik | ndonesia tahun 1945, adal ah
keputusan politik yang cukup bijaksana dalam nenelihara
keberagaman daerah, stabilitas politik, serta nenjaga keutuhan
NKRI . Dengan dem kian pemlihan kepala daerah bukan termasuk
dal am rezi m pem | i han umum anggota DPR, DPD, Presiden dan ki
Presiden, dan DPRD, karena GQubernur, Bupati dan Wali kota
dipilih secara denokratis sebagai mana di maksud dal am Pasal 18
ayat (4) UUD NKRI 1945 dapat dil akukan nelalui dua cara, yakni

mel al ui pem |ihan ol eh DPRD atau dipilih |angsung ol eh rakyat.
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Undang- Undang Nonmor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam Pasal 62" dan Pasal
7818 yang nmengatur tentang tugas dan wewenang DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/ Kota yang tidak nenberi wewenang kepada DPRD
dal am nel aksanakan pem|ihan Kepala Daerah. 1ni berarti bahwa
pem | i han secara denokratis bagi Gubernur, Bupati, dan Wali kota
sebagai mana di maksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NKRI 1945
adal ah pem |ihan Kepala Daerah dan Wkil Kepala Daerah secara

| angsung.

Unt uk rmendukung pel aksanaan Pilkada di tingkat teknis,

penerintah pusat kenudi an nel enbar kan | enbar an negara, berupa:

(i) Peraturan Penerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan
Pengesahan Pengangkatan, dan Penberhentian Kepala Daerah

dan Waki| Kepal a Daerah!!®, dan

17 Republ i k Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Bab V, pasal 62. Pasal 62
nengat ur tugas dan wewenang DPRD Propi nsi .

118 Republ i k I ndonesia, Undang-Undang Nonor 22 Tahun 2003 Tentang
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Bab V, pasal 78. Pasal 78
mengat ur tugas dan wewenang DPRD Kabupat en/ Kot a.

119 Republ ik 1ndonesia, Peraturan Penerintah Nomor 6 tahun 2005
tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Penberhentian Kepal a Daerah
dan Wakil Kepal a Daerah, Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 2005 Nonor
22.
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(i1) Peraturan Penerintah Nonor 17 tahun 2005 tentang Perubahan

Pertama atas PP Nonor 6 tahun 2005%° serta

(i) Peraturan Penerintah Nonmor 25 tahun 2007 tentang Perubahan

Kedua atas PP Nonor 6 tahun 2005. %!

Untuk lebih rinci nengenai tahapan Penilihan Kepal a Daerah
dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan Undang- Undang Nonor 32
Tahun 2004 Tentang Penerintahan Daerah dapat dilihat dal am bagan

beri kut ini.

120 Republ ik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nonor 17 Tahun 2005
Tentang Perubahan Pertama Atas PP Nonor 6 Tahun 2005, Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesi a Tahun 2005 Nonor 39.

121 Republ ik Indonesia, Peraturan Penerintah Nonor 25 tahun 2007
tentang Perubahan Kedua atas PP Nonor 6 tahun 2005, Lenbaran Negara Republik
I ndonesi a Tahun 2007 Nonor 57.
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Bagan 3. 1.

Tahapan Penilihan Kepal a Daerah dan Wakil Kepal a Daerah Secara Langsung

TAHAPAN
PILKADA
LANGSUNG
v v PR
[ PERSIAPAN ] [ PELAKSANAAN ] PENGESAHAN &
PELANTIKAN
_
DPRD ] —b[ KPUD -
1 PRESIDEN
KPUD ] 4’[ DPRD ) Pengesahan
1 MENDAGRI
PARPOL/ , Pelantikan
GABUNGAN GUBERNUR

PARPOL

C. Pemlihan Kepala Daerah dan Wkil Kepala Daerah

Kai t annya dengan Denokrasi di | ndonesi a.

Pem | i han Kepal a Daerah dan Wakil Kepal a Daerah nenpunyai
hubungan erat dengan prinsip denokrasi dan prinsip hukum sebagai
prinsip-prinsip fundanmental yang banyak di pergunakan di Negara-
negara nodern. Pem |ihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
ber hubungan erat dengan denokrasi karena sebenarnya pemnilihan

nmerupakan salah satu cara pelaksanaan denokrasi. Di mana
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kesel uruhan warga Negara dengan nyata ikut serta dalam Pem
i han Kepal a Daerah dan Wakil Kepal a Daerah di Daerah nantinya.
Dal am kerangka Pem |ihan Kepala Daerah dan Wakil Kepal a Daerah
secara | angsung, di harapkan dapat terciptanya ekuilibrium
(kesei nhangan) legitimsi sekaligus checks and bal ances antar
| embaga legislatif dan |enbaga eksekutif, karena nereka sama-

sama di pilih | angsung ol eh rakyat.

Pem | i han Kepal a Daer ah dan Waki | Kepal a Daer ah
di | aksanakan secara denokratis dipilih |angsung oleh rakyat,
sehingga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih akan
mem | i ki nmandat dan | egitimsi yang sangat kuat dan besar karena
di dukung oleh suara rakyat yang nenberikan suaranya secara
| angsung. Sistem ini nenjadi |ebih accountable dibandi ngkan
dengan sistem yang pada saat |alu digunakan, karena rakyat di
Daerah tidak harus nenitipkan suaranya nelalui DPRD untuk
mem | i h Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang belum tentu
Kepal a Daerah terpilih sesuai dengan keinginan sebagi an besar
rakyat di Daerah. Dengan pemlihan Kepala Daerah dan Wki
Kepal a Daerah dil aksanakan secara denokratis dipilih |angsung
ol eh rakyat kriteria calon Kepal a Daerah dan Wakil|l Kepal a Daerah
juga dapat dinilai secara |langsung oleh rakyat yang akan

menberi kan suar anya.
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Pem | i han Kepata Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara
| angsung | ebi h denokratis karena |angsung nelibatkan parti si pasi
rakyat. Dengan sistem ini manpu nemnimalisasi penyi npangan-
penyi npangan denokrasi. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa
Pem | i han Kepal a Daerah dan Wakil Kepal a Daerah secara | angsung
ol eh rakyat akan nemakan biaya yang tidak sedikit, akan tetapi
dengan denokrasi yang nenghasilkan pem npin yang diinginkan
rakyat, maka hal itu sebanding dengan apa yang harus
di kel uarkan. Rakyat pun berharap banyak agar pem|ihan Kepal a

Daer ah dan Waki| Kepal a Daerah dapat berjal an aman dan danai .

D. Pel aksanaan Pi |l kada Langsung

1. Pilkada pada Era Undang- Undang Nonbr 32 Tahun 2004

(Pra Putusan MK tentang Pil kada)

Dal am era ref or masi saat i ni pem | i han Presi den
di | aksanakan secara |angsung ol eh rakyat (sesuai anmandenen UUD
NKRI 1945). Dan dal am rangka penyel arasan terhadap hal tersebut,
maka pemlihan kepala daerah pun dilaksanakan secara | angsung
ol eh rakyat (sesuai UU Nonor 32 Tahun 2004). Untuk itu, perlu
di bentuk berbagai perangkat pelaksana pem|lihan dan pengaturan

lebih lanjut tentang pem|lihan |angsung tersebut. Salah satu
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perangkat pelaksana pemlihan kepala daerah adalah Kom si

Pem | i han Unum Daer ah ( KPUD) .

Tugas dan wewenang KPUD dalam penyel enggaraan penilihan

kepal a daerah dan wakil kepal a daerah adal ah:

a. nmer encanakan penyel enggaraan pil kada,;

b. nenet apkan tata cara pelaksanaan pilkada dengan tahapan

yang di atur dal am perat uran perundang- undangan;

C. nmengkoor di nasi, nenyel enggarakan dan nengendal i kan senua

t ahapan pi |l kada;

d. nmenet apkan tanggal dan tata cara pel aksanaan kanpanye serta

pemungut an suara pil kada;

e. nmeneliti persyaratan partai politik atau gabungan par-tai

politik yang nengusul kan pasangan cal on;

f. neneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepal a
daerah; nenetapkan pasangan calon vyang telah nenenuhi

per syar at an;

g. nmeneri ma pendaftaran dan nengununkan ti m kanpanye;
h. nmengununkan | aporan sumbangan dana kanpanye;
i nenet apkan  hasi | r ekapi t ul asi penghi tungan suara dan

mengununkan hasil pem i han;
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nel akukan eval uasi dan pel aporan pel aksanaan pi |l kada;

nel aksanakan tugas dan wewenang | ainnya yang diatur oleh

per at uran perundang- undangan;

nmenet apkan kantor akuntan publik untuk nengaudit dana

kanpanye dan nengununkan hasil audit.!??
Dan KPUD ber kewaj i ban:
menper | akukan pasangan cal on secara adil dan setara;

nenet apkan standarisasi serta kebutuhan barang dan |jasa

yang berkaitan dengan penyel enggaraan pi | kada;

nmenyanpai kan | aporan kepada DPRD untuk setiap tahap
pel aksanaan pil kada dan nenyanpai kan i nformasi Kkegi atannya

kepada masyar akat ;

nmenel i hara arsip dan dokunmen penilihan serta nengelola
bar ang i nventaris mlik KPUD  berdasarkan per at ur an

per undang- undangan;
nmenper t anggung j awabkan penggunaan anggar an kepada DPRD

nel aksanakan senua t ahapan pil kada.

122 Republ i k Indonesia, Undang-Undang Nonmor 32 Tahun 2004 tentang

Penmeri nt ahan Daerah, (Bandung: Citra Unbara, 2004), Pasal 66.
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Kepal a daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu
pasangan calon yang dil aksanakan secara denokratis berdasarkan
asas | angsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil. Pasangan
cal on tersebut diajukan oleh partai politik atau gabungan part ai
politik dan diselenggarakan oleh Kom si Pemlihan Unum Daerah
(KPUD) yang bertanggung jawab kepada DPRD. Dal am rangka
nmel aksanakan tugasnya, KPUD nenyanpai kan | aporan penyel enggar aan
pem | i han kepal a daerah dan wakil kepal a daerah kepada DPRD. Dan
untuk nenganti si pasi adanya penyi npangan dal am penyel enggar aan
Pil kada tersebut, maka dibentuklah panitia pengawas pilkada,
yang keanggotaannya terdiri dari unsur Kkepolisian, kejaksaan,
perguruan tinggi, pers dan tokoh masyarakat. Panitia pengawas
tersebut dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada DPRD dan

waj i b menyanpai kan | apor annya. 123

Peserta penilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
adal ah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan ol eh
partai politik atau gabungan partai politik, yang nenmenuhi
per syar at an perol ehan sekurang-kurangnya 15 % dari jum ah Kkursi

DPRD atau 15 % dari akunulasi perolehan suara sah dalam

123 Republ i k I ndonesia, Undang-Undang Nonor 32 Tahun 2004 tentang
Permeri nt ahan Daerah, (Bandung: Citra Unbara, 2004) Pasal 56 jo Pasal 57.
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pem | i han unum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Part ai
politik atau gabungan partai politik wajib nenbuka kesenpatan
yang sel uas-luasnya bagi bakal cal on perseorangan yang nenenuhi
per syar atan sebagai mana ditentukan ol eh Undang-Undang Nonmor 32
Tahun 2004, nelalui nekanisme yang denokratis dan transparan.
Dal am proses penetapan pasangan calon, partai politik atau
gabungan partai politik nenperhatikan pendapat dan tanggapan
masyar akat dan hanya bol eh nengusul kan satu pasangan cal on saja
dan pasangan calon tersebut tidak boleh diusul kan ol eh partai

politik atau gabungan partai politik |ainnya.*

Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik diteliti persyaratan adm nistrasinya
dengan nel akukan klarifikasi kepada instansi Penerintah yang
berwenang dan nenerinma  masukan dari masyar akat t er hadap
per syar at an pasangan cal on. Hasi | penel itian t er sebut
di beritahukan ol eh KPUD kepada parpol atau gabungan parpol. Bila
hasi | penelitian ternyata persyaratan adm nistrasi bel um
di penuhi, naka di beri kesenpatan |agi untuk nenenuhi persyaratan
adm ni strasi tersebut dan KPUD neneliti ulang dalam batas waktu

yang ditentukan oleh Undang-undang ini. Setelah penelitian

124 Republ i k Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Permeri nt ahan Daerah, (Bandung: Citra Unbara, 2004), Pasal 59.
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sel esai , KPUD nenetapkan m ni nmal 2 pasangan calon yang
di tuangkan dal am berita acara penetapan pasangan cal on. Pasangan
cal on yang sudah ditetapkan tersebut kenudi an diunmunkan secara
luas dalam batas waktu tertentu dan selanjutnya dilakukan
pengundi an secara terbuka untuk nenetapkan nonor urut pasangan

cal on.

Apabila partai politik atau gabungan partai politik nmenarik
pasangan cal on yang sudah ditetapkan, maka parpol atau gabungan
parpol tersebut tidak nengajukan kenbali pasangan calon yang
baru. Namun jika salah satu pasangan cal on berhal angan tetap
maka parpol atau gabungan parpol bol eh nengaj ukan pasangan cal on
yang baru yang nmengganti kan pasangan calon yang berhal angan

tetap tersebut.

Dan dalam jangka waktu tertentu KPUD neneliti pasangan
calon pengganti tersebut. Jika salah satu pasangan calon
ber hal angan tetap pada saat sudah dilakukan kanpanye atau
penungut an suara, mneka tidak dapat diajukan penggantinya, bila
pasangan calon yang tersisa mninmal 2 pasangan calon. Dan bila
setel ah pemungutan suara putaran pertama, salah satu pasangan
cal on berhal angan tetap, naka pel aksanaan pil kada ditunda sel ama

30 hari. Selanjutnya parpol atau gabungan parpol yang pasangan
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cal onnya berhal angan tetap, nengajukan penggantinya dan dalam

waktu tertentu diteliti kenbali ol en KPUD.'?°

Pem | i han kepal a daerah dan wakil kepala daerah dil akukan
mel al ui masa persiapan dan tahap pelaksanaan. Masa persiapan
meliputi: (a) penberitahuan DPRD kepada kepal a daerah nengena
berakhi rnya nmsa jabatan, (b) penberitahuan DPRD kepada KPUD
nmengenai ber akhirnya nasa jabatan kepal a daerah, (c) perencanaan
penyel enggaraan, neliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan
pel aksanaan pil kada, (d) penbentukan panitia pengawas, PPK, PPS
dan  KPPS, (e) penberitahuan dan pendaftaran penant auan.
Sedangkan tahap pel aksanaan kegiatan pilkada neliputi: (a)
penet apan daftar pemlih, (b) pendaftaran dan penetapan calon
kepala daerah dan wakil kepala daerah, (c) kanpanye, (d)
penungutan suara, (e) penghitungan suara, dan (f) penetapan
pasangan cal on kepala daerah terpilih, pengesahan dan

pel anti kan. 12°

12 Republ i k Indonesia, Undang-Undang Nonmor 32 Tahun 2004 tentang
Peneri ntahan Daerah, (Bandung: Citra Urbara, 2004), Pasal 62 jo Pasal 63 jo
Pasal 64.

126 Republ i k I ndonesia, Undang-Undang Nonor 32 Tahun 2004 tentang
Peneri nt ahan Daerah, (Bandung: Citra Unbara, 2004), Pasal 65.
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2. Pi | kada Pasca Putusan Mahkamah Konstit usi

Dengan berl akunya Undang- Undang Nonor 22 Tahun 1999 tentang
Peneri nt ahan Daerah, banyak terjadi perdebatan di antara para
ahli baik yang pro nmaupun yang kontra dengan berbagai al asan
masi ng- masi ng. Dal am pel aksanaannya ternyata banyak kendal a-
kendal a yang dihadapi, yang pada akhirnya juga nmenbawa danpak
yang kurang baik terhadap pel aksanaan di tataran nmasyarakat.
Menganti si pasi banyaknya kendal a di dal am pel aksanaannya, naka
kermudi an tinbul "political will" dari penerintah untuk nerevis
dan nengganti kan Undang-Undang Nonmor 22 Tahun 1999 dengan

Undang- Undang Nonmor 32 Tahun 2004 tentang Penerintahan Daer ah.

Penber | akuan Undang-undang Nonor 32 Tahun 2004 bukanl ah
nenyel esai kan nasal ah, malah nenanbah pernasal ahan | ai nnya, di
ant aranya yang nenyangkut penilihan kepal a daerah. Berawal dari
per debat an norma-norma yang dinuat dal am Undang- Undang tersebut,
sanpai akhirnya tinbul berbagai pernohonan pengajuan judici al
revi ew Undang- Undang Penerintahan Daerah terhadap Undang- Undang
Dasar. Dari pengaj uan pernohonan tersebut, telah dihasilkan dua
putusan MK yang nenyangkut penerintahan daerah, khususnya
nmengenai pil kada, yaitu putusan MK Perkara Nonor: 072-073/PUU

I1/2004, dan putusan MK Perkara Nonor: 005/ PUU-111/2005.

113

Netralitas pegawai..., Laura Astrid H. Purba, FH Ul, 2010.



Dal am kasus pertama pengajuan pernohonan judicial review
Undang- Undang Penerintahan Daerah terhadap UUD NKRI 1945 di
atas, dapat di kenukakan beberapa pernpbhonan Penpbhon secara

si ngkat sebagai beri kut.

1. Bahwa dal am Pasal 22E ayat (1) UUD NKRI 1945 dinyat akan
bahwa, pem |ihan umum dil aksanakan secara |angsung, unum
bebas, rahasia, jujur dan adil setiap |lim tahun sekali.
Sel anjutnya Pasal 22E ayat (2) nenyatakan bahwa, pem|ihan
unmum di sel enggar akan unt uk mem |'ih anggot a DPR,
DPD, Presi den dan Wakil Presiden, dan DPRD. Dal am Pasal 22E
ayat (5) dinyatakan bahwa, pem|ihan umum disel enggarakan
ol eh suatu kom si penmlihan unmum yang bersifat nasional,
tetap dan mandiri. Dengan dem kian nengenai pem|lihan
kepal a daerah harus nerujuk pada Pasal 22E (yang nerupakan
Perubahan Ketiga dari UUD NKRI 1945). Sebagai konsekuensi
dari Pasal 22E, nmaka sesungguhnya dalam sistem UUD NKRI
1945 tidak hanya penyel enggaraan pemlu yang diharuskan
i ndependen, nel ainkan juga ada beberapa pengaturan tentang
pi | kada |angsung yang harus disesuai kan dengan penafsiran
tersebut. Salah satu di antaranya nengenai perselisihan
mengenai hasil pem | u diajukan ke Mahkamah Agung (Pasal 106
UU Penerintahan Daerah). Sedangkan UUD NKRI 1945 secara

tegas nenyatakan bahwa hal tersebut nerupakan kewenangan
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Mahkamah Konstitusi. Dengan dem ki an sudah seharusnya pasa
yang bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dinyatakan tidak
menmpunyai  kekuatan hukum yang nengikat, atau dilakukan

revisi terhadap UU tersebut ol eh DPR atau penerintah.

Bahwa Undang- Undang Nonor 32 Tahun 2004 t ent ang
Penerintahan Daerah dalam pertinbangan hukumya tidak
nmencantunkan Pasal 22E UUD NKRI 1945 sebagai | andasan
konstitusional di dalamya. Hal 1ni nmerupakan pel anggaran
yang serius dari Undang- Undang Nonor 32 Tahun 2004 tentang

Pemeri nt ahan Daer ah.

Undang- Undang Nonmor 32 Tahun 2004 tentang Penerintahan
Daerah khususnya dal am pel aksanaan pil kada ternyata sana
sekal i tidak nenyebutkan produk hukum Keputusan KPU untuk
mengatur lebih [lanjut aturan nengenai pilkada |angsung
dal am undang-undang tersebut. Peraturan |ebih [|anjut
di ser ahkan kepada penerintah nelal ui produk hukum Perat uran
Peneri nt ah. Hal i ni bert ent angan dengan prinsip
i ndependensi penyel enggaraan penilu yang antara lain
nensyaratkan tidak ada canpur tangan penerintah (di
antaranya nelalui produk Peraturan Penerintah). Beberapa
ket entuan dalam UU Penerintahan Daerah yang mnensyaratkan
di kel uarkannya Peraturan Penerintah untuk penyel enggaraan

pi | kada, yaitu: Pasal 65 ayat (4): "Tata cara pel aksanaan
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masa persiapan sebagai mana dimaksud ayat (2) dan tahap
pel aksanaan sebagai mana di maksud ayat (3) diatur KPUD
dengan berpedonman kepada Peraturan Penerintah", Pasal 89
ayat (3): "Ketentuan Ilebih [lanjut nengenai penberian
bant uan kepada pemlih sebagai mana di maksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Penerintah", Pasal 94
ayat (2): "Tanda khusus sebagai mana di maksud pada ayat (1)
di t et apkan ol eh KPUD dengan berpedoman kepada Peraturan
Penerintah", Pasal 114 ayat (4): "Tata cara untuk nmenjad

pemant au pem | i han dan pemant auan pem | i han serta
pencabutan hak sebagai pemantau diatur dalam Peraturan
Peneri ntah". Menur ut penohon, pasal - pasal t er sebut
bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD

NKRI  1945.

Sel anj utnya nengenai penyel enggaraan pi |l kada, beber apa
pasal dalam UU Penerintahan Daerah ini bertentangan dengan

UUD NKRI 1945, vyaitu:

Pasal 1 angka 21: "Kom si Pemlihan Urum Daer ah
yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU provinsi,
kabupat en/ kota sebagai mana di maksud dalam Undang-
Undang Nonor 12 Tahun 2003 yang diberikan wewenang
khusus oleh UU ini untuk nenyel enggarakan pemnmlihan
kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap
provi nsi dan/ atau kabupat en/ kot a";
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Pasal 57 ayat (1): "Pemlihan kepala daerah dan
waki | kepala daerah disel enggarakan oleh KPUD yang
bertanggung j awab kepada DPRD';

Pasal 66 ayat (3) e: "mem nta pertanggungj awaban
pel aksanaan tugas KPUD';

Pasal 67 ayat (1) e: "Menpertanggungj awabkan
penggunaan anggar an kepada DPRD'

Pasal 82 ayat (2): "Pasangan calon dan/atau tim
kanpanye yang terbukti nel akukan pel anggar an
sebagai mana di meksud pada ayat (1) berdasarkan putusan
pengadi | an yang telah nenpunyai kekuatan hukum tetap
di kenai sanksi penbatal an sebagai pasangan cal on ol eh
DPRD" .

Kelima ketentuan tersebut nenurut penpohon bertentangan
dengan ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD NKRI 1945 vyang
nmenyat akan bahwa, pemilihan urmum disel enggarakan oleh suatu
Kom si  Pem lihan Umum yang bersifat nmandiri. Dan nenurut para
penohon, bahwa kewenangan penyel enggaraan pil kada | angsung hanya
ol eh KPUD yang bertanggung jawab kepada DPRD, adal ah nengi ngkari
prinsip penyelenggaraan pem|lu yang bersifat nasional dan
mandi ri, karena KPUD seharusnya hanyal ah nerupakan bagi an dari
KPU. Jadi kewenangan untuk nenyel enggarakan pil kada |angsung
seharusnya tetap berada di tangan KPU sebagai pengejawant ahan
penyel enggar aan pem | u "satu at ap”, wal aupun dal am

pel aksanaannya di |apangan KPU provinsi dan KPU kabupaten/ kot a

akan | ebi h banyak ber peran.
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Put usan dari perkara Nonmor 072-073/PUU-11/2004 tersebut di
atas telah ditetapkan oleh Mhkamah Konstitusi, vyaitu sebaga

beri kut ;

Mengabul kan pernohonan para penmohon untuk sebagian, yang

menyangkut :

Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak Kkalimat: ...yang
bertanggung j awab kepada DPRD';
Pasal 66 ayat (3) huruf e: "nmemnta pertanggung

j awaban pel aksanaan tugas KPUD';

Pasal 67 ayat (1) huruf e sepanjang anak kalimat:
“...kepada DPRD’.

Undang- Undang Nonor 32 Tahun 2004 tentang Penerintahan
Daer ah (Lenbaran Negara Republik |Indonesia Tahun 2004 Nonor 125,
Tambahan Lenbaran Negara Rl Nonmor 4437) bertentangan dengan
Undang- Undang Dasar Negara Republik |Indonesia Tahun 1945 dan
menyat akan tidak menpunyai kekuatan hukum nengi kat. Menol ak
per nbhonan para penohon untuk selebihnya dan nenerintahkan
permuat an putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia

sebagai mana nesti nya.

Sel anjutnya untuk kasus yang kedua, yaitu Putusan Mahkamah
Konsti t usi Perkara Nonmor  005/PUU-I11/  2005. Perkara vyang
di aj ukan adal ah pengaj uan pengujian Undang- Undang Penerintahan

Daerah, khususnya Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) serta
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Penj el asan Pasal 59 ayat (1), maka penpohon berpendapat bahwa,
penj el asan Pasal 59 ayat (1) tersebut telah nengaburkan dan
nmenghi | angkan substansi dari batang tubuh Pasal 59 ayat (1) dan
ayat (2). Bahwa substansi batang tubuh Pasal 59 ayat (1) dan
ayat (2), nengatur bahwa yang bol eh nmengusul kan pasangan cal on
kepal a daerah dan wakil kepal a daerah adal ah partai politik atau
gabungan partai politik yang nmemliki sekurang-kurangnya 15%
dari jum ah kursi DPRD atau 15% dari akunul asi pem|lihan suara
sah dalam pem|ihan umum anggota DPRD yang bersangkutan. Apa
yang diatur dalam batang tubuh pasal tersebut sebenarnya sudah
sangat jelas, nasalahnya tinbul pada saat nenbaca Penjelasan
Pasal 59 ayat (1) yang nenyatakan bahwa partai politik atau
gabungan partai politik yang di maksud dal am ket entuan i ni adal ah
partai politik atau gabungan partai politik yang mem |iki Kkursi

di DPRD.

Dengan adanya Penjelasan Pasal 59 ayat (1) tersebut,
berarti Pasal 59 ayat (2) yang nenberikan Kkesenpatan pada
gabungan partai politik yang nmemliki 15% akumul asi perol ehan
suara sah dalam pemlihan umum anggota DPRD di daerah yang
bersangkutan sudah dianulir. Hal ini disebabkan karena yang
di nrungki nkan untuk dijadi kan pasangan calon dengan adanya
Penj el asan Pasal 59 ayat (1) tersebut hanyalah partai politik

atau gabungan partai politik yang nenperoleh 15% kursi dari
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jum ah kursi DPRD. Dengan dem ki an antara Pasal 59 ayat (1) dan
ayat (2) kenudian dihadapkan dengan Penjelasan Pasal 59 ayat
(1), maka ter dapat contradictio in termnis, sehingga dengan
dem ki an nenj adi kan Penj el asan Pasal 59 ayat (1) cacat hukum
karena Penjelasan Pasal 59 ayat (1) bukan hanya sekedar
penj el asan tetapi nerupakan suatu regulasi baru yang seharusnya

di | et akkan dal am bat ang tubuh dan bukan dal am penj el asan.

Pasal 18 ayat (4) UUD NKRI 1945 nenganenatkan bahwa
pem | i han gubernur, bupati dan walikota masing sebagai kepala
peneri nt ahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara
denmokratis. Hakikat dari "dipilih secara denokratis", bukan
hanya pada pel aksanaan penungutan suara dan perhitungan suara
yang harus denokratis, tetapi juga harus ada jam nan pada saat
penj ari ngan dan penetapan cal on. Msyarakat perlu nendapat akses
yang luas pada waktu berpartisipasi dalam nengusung pasangan
calon. O eh karena itu, penbatasan sebagai mana di nmaksud dal am
Penj el asan Pasal 59 ayat (1) sungguh-sungguh tidak nencerm nkan
asas denokrasi sebagai mana di maksud Pasal 18 ayat (4) UUD NKRI

1945.

Dengan dem ki an, Penjel asan Pasal 59 ayat (1) Undang- Undang
Peneri nt ahan Daerah, jelas-jelas tidak nenberi kan perl akuan yang
sama serta sederajat terhadap sesanma partai politik, karena

di bedakan antara partai politk yang nmem liki kursi di DPRD dan
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yang tidak nmemliki kursi di DPRD. Hal ini telah nencederai
keadi | an yang di danbakan ol eh masyarakat. Dan hal ini berarti
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NKRI 1945 vyang
nmenberi kan kesenpatan kepada setiap orang untuk nendapatkan
pengakuan, jam nan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum Dapat dikatakan juga
bahwa Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Penerintahan
Daerah, jelas-jelas telah nenghanbat hak konstitusional para
penohon, baik secara pribadi sebagai warga negara Republik
I ndonesi a nmaupun sebagai badan hukum partai politik untuk
nmencal onkan dan dical onkan dal am penil|i han unum kepal a daerah

Sehi ngga, seharusnya Penjel asan Pasal 59 ayat (1) tersebut batal

dem hukum dan tidak nmenpunyai kekuatan nengi kat .

Put usan haki m Mahkamah Konstitusi terhadap perkara tersebut
di atas adal ah "nengabul kan per nohonan penpohon”. Dan nenyat akan
bahwa Penj el asan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nonor 32 Tahun
2004 tentang Penerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NKRI
1945, sehingga tidak nenpunyai kekuatan hukum nmengi kat. Kemnudi an
Mahkamah Konstitusi nenerintahkan agar putusan ini dinuat dal am

Berita Negara dal amjangka waktu paling |ama 30 hari.

Secara unum senua Pem |ihan Kepal a Daerah secara | angsung

di Indonesia yang nulai digelar Juni 2005 terlaksana dengan
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sukses. Menteri Dalam Negeri R pada waktu itu (ketika mnasih
Moh. Ma'ruf) pun dal am beberapa kali tayangan iklan di beberapa
| ayar kaca senpat nengakui bahwa 92% pel aksanaan Pil kada

| angsung berj al an bai k dan | ancar, hanya 8% ber masal ah.

Tahun 2005, Pilkada dilaksanakan di 226 daerah, yaitu 11
pi | kada provinsi, 179 kabupaten, dan 36 kota'?, yang diawali
Pilkada di Kutai Kertanegara, Kalimantan Tinmur, dan ditutup

Pi | kada di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Tahun 2006, Pil kada dil aksanakan di 86 daerah, 79
kabupat en/ kota dan 7 provinsi yang di buka | enbaran kel am Pi | kada
Tuban. Pil kada Tuban nerupakan bukti, pengal anan tidak nmenjadi
pel aj aran. Sebagi an rakyat Tuban tidak neneri ma kekal ahan dengan

tangan terbuka, tetapi dengan kemar ahan. 1?8

1at “Rezim Kel uar ga di Pi | kada”, http://webcache.
googl euser cont ent . conf sear ch?g=cache: 6ocl ugN 6vgJ: ww. part ai geri ndra.or.id/in
dex. php¥8Fopt i on%3Dcom cont ent 926t ask¥8Dvi ewd26i d¥8D3657%261 t e d%8D37+pi | kad
a+2005+di | aksanakan+pr ovi nsi & d=9&hl =i d&ct =cl nk&gl =i d&cl i ent =f i r ef ox- a,
di unduh tanggal 27 Juni 2010.

128 pj | kada Tuban nenyi sakan persoal an yang masi h harus di sel esai kan ol eh
Panwas Pil kada. Sebab, baik tim sukses Heli maupun tim sukses Nonstop sana-
sama nem |i ki data tentang pel anggaran yang dil akukan pi hak | awannya. Apal agi
pasca Pil kada juga terjadi anmuk rmassa 29 April 2006 yang merusak bangunan dan
perangkat kantor Penda, pendopo kabupaten, kantor KPUD, rumah dinas bupati
dan aset pribadi (rumah, hotel, bangunan kantor CV, SPBU, nobil, dll) mlik
kel uarga Bupati Haeny Relawati. Pihak Kkepolisian sudah nenetapkan 114
tersangka (termasuk 3 anggota DPRD Tuban) dalam tindak anarkhis ini.
Sehi ngga, pil kada Tuban tidak hanya sekedar nenbutuhkan penyel esaian politis,
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Tahun 2007, Pil kada |angsung dil aksanakan di 37 daerah yang
terdiri dari 6 Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, 19 Pilkada
Bupati dan Wakil Bupati, serta 12 Pilkada Walikota dan Wkil

val i kot a.

Beri kut secara rinci rekapi t ul asi pel aksanaan Pil kada
sel ama 2005 sanpai 22 Agustus 2007 seperti yang terganbar dal am

tabel di bawah ini.

Tabel 3. 1.
Rekapi t ul asi Pel aksanaan Pi | kada 2005- 2007
Pi | kada 2005- 2006 Pi | kada 2007

© © © © © ©

No | KDH 3 IR A 3 - P

(= (] [%2] © ) = (] (%] © +—

© X () n = © I~ Q n c

S 2 |12 & E S 2 |2 ©
5 185 18| Bel3 Bsidcld @ c
1 Guber nur 14 14 14 14 14 6 2 1 1 1
2 Bupat i 234 234 | 234 | 234 | 233 | 19 8 7 7 7
3 Val i kot a 43 43 43 43 43 12 4 3 3 2

Sunber: Depdagri, 2007

Dari tabel tersebut terganbar bahwa kendati pun jum ahnya

kecil, terdapat Pilkada yang masih bernmasal ah. Sanpai Agustus

tapi juga perlu dituntaskan secara hukum Lihat “Amuk Mssa dan Sengketa
Hukum Pi |l kada Tuban”, http://slanethariyanto.wordpress.com 2006/ 06/ 01/ anuk-
massa- dan- sengket a- hukum pi | kada-t uban/, diunduh tanggal 8 Juni 2010.
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2007 jum ah usul an pengesahan Pil kada 302 daerah dan Kepres dan
SK Mendagri yang sudah diterbitkan 302 daerah yang terdiri dari
15 Kepres dan 287 Kepnendagri. Namun, dari jum ah tersebut yang
sudah dilantik 300 daerah terdiri dari 15 Gubernur dan Wakil

240 Bupati dan Wakil, serta 45 Wali kota dan Wakil .

Ber dasar kan hasil| pemantauan dan eval uasi Pil kada Langsung
yang dil akukan Kenenterian Koordinator Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan Republik Indonesia tahun 2007, Pel aksanaan Pil kada
sejak awal Juni 2005 sanpai dengan akhir Agustus 2007 sebanyak
305 pilkada yang neliputi 16 provinsi, 242 kabupaten, dan 47
kota. Pilkada vyang dilaksanakan pada tahun 2005 dan 2006
sebanyak 291 daerah terdiri dari 14 provinsi, 234 kabupaten, dan
43 kota. Pilkada 2007 berlangsung sebanyak 37 pilkada terdiri
dari 6 provinsi, 19 kabupaten, dan 12 kota. Pilkada yang sudah
di | aksanakan dari bulan Januari 2007 sanpai dengan akhir Agustus
2007 sebanyak 14 daerah terdiri dari 2 provinsi, 8 kabupaten

dan 4 kot a.
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E. Kanpanye

Kanpanye nerupakan salah satu tahapan Pilkada sebelum

di | aksanakan penungutan suara. ?°

Kanmpanye adal ah kegi atan yang
di | akukan ol eh para kontestan untuk nenarik sebanyak mungkin
pendukung, dimana pada gilirannya pendukung i ni akan menberi kan
suaranya kepada para kontestan. Senentara dalam Peraturan
Permerintah Nonor 6 Tahun 2005, kanpanye diartikan sebaga
kegi at an dal am rangka mnenyaki nkan para pem |ih dengan nenawar kan
visi, nisi dan program pasangan cal on.*° Kanpanye politik dalam
rangka pem |ihan umum nmerupakan kesenpatan bagi para kontestan
untuk nenanankan pengaruh dan sinpati di kalangan, nasyarakat
dengan nenj el askan program program perj uangan politiknya.
Nanpaknya kanpanye yang nerupakan Kkegiatan pemlihan
unt uk neyaki nkan pem lih, nerupakan paradigma |ame, sedangkan

menurut paradigna baru, bahwa kanpanye nerupakan komunikasi

politik dan pendidikan politik. Sebagai konunikasi politik

129 Republ i k Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Peneri nt ahan Daerah, Bagi an Kedel apan, pasal 65 ayat (3).

130 Republ ik Indonesia, Peraturan Penerintah Nonmor 6 Tahun 2005
Tentang Pemnilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Penberhentian Kepal a Daerah
dan Wakil Kepal a Daerah, Bab |, pasal 1.

125

Netralitas pegawai..., Laura Astrid H. Purba, FH Ul, 2010.



kanpanye di arahkan pada penciptaan kondisi yang nmenmungki nkan
t erbangunnya kepercayaan (trust) dan pertanggungj awaban (account-
ability) terhadap program program yang ditawarkan cal on.
Sebagai pendi di kan politik, kanpanye nengandung penguat an

rasionalitas dan kritisisne pemlih.

Sej al an dengan per ubahan par adi gma kanmpanye, maka
di perl ukan regul asi dal am i npl enent asi nya. Regul asi ti dak
sekedar nengatur teknis kanpanye yang nenjam n keadi| an bagi para
calon dan keanmanan pel aksanaan, tetapi juga nenjanm n adanya
kredibilitas akuntabilitas dan pengenbangan nilai-nilai

denokr asi .

Kanpanye dalam pil kada |angsung, nendapatkan ruang yang
cukup luas, hal ini karena faktor pendeknya jarak fisik dan jarak
kepentingan antara calon dengan pemlih. Dengan kondisi yang
dem kian maka dalam kanmpanye pilkada |angsung nenpunyai

di nam ka, sebagai berikut:

(1) Isu vyang diangkat harus bersifat |okal, artinya calon
kepala daerah dituntut untuk nengetahui dan nenaham
per soal an- persoal an rakyat, konsekuensinya isu-isu yang

di angkat dal am kanpanye adal ah isu-i su daerah

(2) Potensi konflik antar pendukung, karena pendukung calon
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ti nggal dan Dberi nteraksi dal am sutu konunit as, maka
per bedaan dukungan bisa neninbul kan gesekan-gesekan yang

pot ensi al neni nbul kan konfli k.

Atas dasar identifikasi persolan diatas maka regul asi

kanmpanye pil kada | angsung harus nenj angkau persoal an- per soal an:

(1)

(2)

(3)

Keadi | an, nencakup adanya kebebasan rakyat nenghadiri
kanpanye, penberian ruang waktu dan |okasi yang sanm,
kesenpatan yang sama dalam nengakses data dan i nfornmasi,
kesanman yang sama dalam nmenggunakan fasilitas publik
(fasilitas publik nmenjadi |okasi yang paling strategis

unt uk kanpanye).

Tr anspar asi dan akuntabilitas dana kanpanye, di mensi
keadi | an sunber pendanaan ditunjuk dengan penbatasan juni ah
sunmbangan kepada cal on sebesar 2,5 juta. Tujuan penbatasan
sunmbangan dana kanpanye unt uk nencegah terj adi nya
per sengkongkol an antara calon dengan pemlik nodal yang
ber kepenti ngan dengan konsesi-konsesi ekonom dan politik

di kermudi an hari .

Pencegahan konflik, pilkada |angsung sesungguhnya nerupakan
nmekani sme politik untuk nengelola konflik kepentingan.

Regul asi kanpanye untuk newj udkan keadilan dan transparasi
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serta akuntabilitas dana akan nenunj ang pencegahan konfli k.

Pengel ol aan kanpanye akan | ebi h konpl ek, apabila salah satu
cal on adal ah pejabat negara (birokrat) atau Kepala Daerah yang
ber kuasa, untuk itu netralitas birokrasi nerupakan isu strategis
yang amat penting dal am kanpanye. Kekhawatiran rakyat terhadap
netralitas penerintah itu sangat beral asan, karena sebagai mana
pengal aman pem | u di zaman orde baru, ol kar sebagai partai yang
menguasai penerintah, kenungki nan untuk nmenmenangkan hasil pemlu
sangat besar nelalui nekanisme noney power, mnisterial power

dan nmuscl e power.

Sebagai partai penerintah Golkar memliki akses terhadap
sumber - sunber  keuangan (baik dari penggal angan dana dari
perusahaan negara nmaupun dari aparat birokrasi sebagai bentuk
nonol oyalitas), disanping itu juga bisa nemanfaatkan |[|enbaga
penerintah dan fasilitas negara. Selanma kanpanye, m salnya
Departenmen Penerangan bisa nenobilisasi dana kanpanye, nedia
massa dan personil untuk menpengaruhi massa pemlih agar nenmlih
partai nya. Akses semacam ini jelas merupakan salah satu wijud
dari penyi npangan dal am pem | u yang termasuk kategori mnisteri al
power. Penyi npangan dal am kanpanye juga mungkin terjadi dalam
kat egori muscl e power, yaitu nemanfaatkan pengaruh dan kekuasaan

para pejabat di daerah dari Bupati, Canmat, Kepala Desa/ Lurah
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unt uk nmenbuj uk massa pem | i hnya agar hanya nmem lih partai Gol kar.

Untuk nenjaga netralitas birokrasi, maka senmua PNS dil arang
unt uk berkanpanye bagi partai politik. Secara yuridis Peraturan
Permerintah Nonor 12 Tahun 1999 secara tegas nenetapkan bahwa
seorang pegawai negeri yang akfif dalam partai politik harus
nel epaskan statusnya sebagai pegawali negeri, namun yang sering
terjadi, bahwa di |ndonesia jabatan nenteri m salnya, |abatan
menteri bukan jabatan pegawai negeri, tetapi jabatan politik.
Per masal ahannya seringkali seorang nenteri (yang berasal dari
pegawai negeri) sulit mem sahkan jabatan dirinya sebagai pejabat

penerintah yang juga sebagai fungsionaris partai.

Senentara itu nmenurut Milyana W Kusunmah, dalam kanpanye
pi | kada | angsung, ada sejumni ah |arangan yang perlu diperhatikan

sehubungan dengan penegakan netralitas birokrasi dan PNS, yakni:

1. Dal am kanmpanye dilarang nelibatkan hakim pada senua
peradi | an, pejabat BUMN BUVD pejabat struktural, pejabat
fungsional dalam jabatan negeri serta Kepala Daerah
kecuali apabila pejabat tersebut nmenjadi calon Kepala

Daer ah/ Wakil Kepal a Daer ah.

2. Pej abat negara yang nenjadi calon Kepala Daerah/\Wki

Kepal a Daerah dal am nel aksanakan kanpanye tidak menggunakan
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fasilitas yang terkait dal am jabatannya, nenjalani cuti di
| uar tanggungan negara dengan nenperhati kan keberl angsungan

tugas penyel enggaraan peneri ntah daerah.

3. PNS, anggota TNI/POLRI dilarang dilibatkan sebagai peserta

kanpanye atau juru kanpanye pil kada.

4. Pej abat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam
| abat an negeri dan Kepal a Daerah dil arang nenbuat keputusan
dan/atau tindakan yang nenguntungkan atau merugi kan sal ah

sat u pasangan cal on sel ama masa kanpanye.

Dengan di kel uar kannya kebi j akan penerintah nelal ui Peraturan
Permerintah Nonmor 12 Tahun 1999 diharapkan netralitas politik
birokrasi dapat terjamn tidak hanya dengan cara nelepaskan

keanggot aan PNS dal am Par pol *!

, hamun yang |ebih penting adal ah
nmenegakkan sikap dan perilaku PNS agar benar-benar berorientasi

kepada kepentingan publik dan profesional serta Dbersikap
i nparsial terhadap parpol. Pada akhirnya diharapkan pemlu

nmendat ang nerupakan tonggak bagi redefinisi peran birokrat/ PNS

sebagai public servant, tentunya berl aku pada pil kada | angsung.

131 Republ ik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nonor 12 Tahun 1999
Tentang Perubahan Atas Peraturan Penerintah Nonor 5 Tahun 1999 Tentang
Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik, pasal 7, 8, dan 9,
Lenbaran Negara Republik | ndonesia Tahun 1999 Nonor 20.
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